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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Pengertian Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum pada dasarnya menunjuk pada keadaan ketika suatu tindakan atau keputusan dinilai sah karena dibentuk dan dijalankan menurut hukum yang berlaku. Dalam hukum administrasi negara, keabsahan tidak hanya dilihat dari hasil akhirnya, tetapi juga dari dasar kewenangan, prosedur, dan tujuan tindakan tersebut.

Konsep keabsahan menjadi penting karena tindakan pemerintah tidak otomatis benar hanya karena dilakukan oleh pejabat publik. Suatu keputusan baru dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat legalitas dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara.

Dari sudut pandang teori administrasi, keabsahan juga berkaitan dengan pembatasan kekuasaan. Artinya, hukum administrasi negara hadir untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah berada dalam batas kewenangannya dan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang.

Selain itu, keabsahan hukum mempunyai arti praktis karena menjadi ukuran bagi lembaga pengawas atau hakim dalam menentukan apakah suatu keputusan dapat dipertahankan atau justru harus dibatalkan. Oleh sebab itu, pembahasan keabsahan selalu erat kaitannya dengan kontrol terhadap tindakan pemerintahan.

Keabsahan hukum juga dapat dipahami sebagai ukuran apakah suatu tindakan pemerintahan telah memenuhi unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Unsur kewenangan menunjukkan bahwa pejabat atau lembaga yang mengeluarkan keputusan harus memiliki dasar hukum untuk bertindak. Unsur prosedur menunjukkan bahwa tindakan tersebut harus dilakukan melalui tata cara yang telah ditentukan. Sementara itu, unsur substansi menekankan bahwa isi keputusan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam hukum administrasi negara, keabsahan suatu keputusan pemerintahan sangat berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas menghendaki agar setiap tindakan pejabat pemerintahan memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat tidak dapat bertindak hanya berdasarkan kehendak pribadi atau pertimbangan subjektif semata. Apabila suatu tindakan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah, maka tindakan tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya secara hukum.

Keabsahan hukum juga menuntut agar setiap tindakan pemerintahan dilakukan sesuai prosedur yang benar. Prosedur memiliki fungsi penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menjamin keterbukaan, dan memberikan perlindungan kepada pihak yang terkena akibat keputusan. Oleh karena itu, meskipun suatu keputusan memiliki tujuan yang baik, keputusan tersebut tetap dapat dianggap cacat apabila dibuat dengan mengabaikan prosedur yang diwajibkan oleh hukum.

Selain kewenangan dan prosedur, aspek tujuan juga menjadi bagian penting dalam menilai keabsahan hukum. Tindakan pemerintahan harus dilakukan untuk tujuan yang sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan. Apabila kewenangan digunakan untuk tujuan lain, untuk kepentingan pribadi, atau untuk merugikan pihak tertentu, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, keabsahan hukum tidak hanya menilai bentuk luar suatu keputusan, tetapi juga maksud dan arah penggunaan kewenangan tersebut.

Dengan demikian, keabsahan hukum dapat dipahami sebagai ukuran normatif untuk menilai apakah suatu tindakan, keputusan, atau kebijakan pemerintah telah memenuhi syarat sah menurut sistem hukum. Dalam penelitian ini, konsep tersebut menjadi dasar untuk menilai keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu terkait pemungutan suara susulan.

1. Syarat-Syarat Keabsahan dalam Tindakan Hukum Administrasi 
Dalam hukum administrasi negara, keabsahan suatu tindakan pada umumnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur kewenangan, prosedur, dan substansi. Ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama, sebab tindakan yang benar secara isi tetapi salah secara prosedur tetap dapat dinilai cacat secara hukum.
 

Syarat kewenangan berarti tindakan hanya boleh dilakukan oleh pejabat atau badan yang memang diberi dasar hukum untuk bertindak. Jika kewenangan tidak ada, maka keputusan yang lahir dari tindakan tersebut sejak awal telah mengandung cacat legalitas.

Syarat prosedur menuntut agar tindakan dilakukan sesuai tata cara yang ditentukan. Prosedur penting bukan hanya untuk ketertiban administrasi, tetapi juga untuk melindungi warga negara dari kemungkinan tindakan pemerintah yang terburu-buru, diskriminatif, atau tidak transparan.

Syarat substansi berkaitan dengan isi keputusan atau tindakan, yaitu apakah materi yang ditetapkan sesuai dengan tujuan hukum, rasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan atau asas pemerintahan yang baik. Karena itu, keabsahan tidak cukup dinilai dari bentuk formal, tetapi juga dari isi dan akibat hukumnya.


Syarat keabsahan dalam tindakan hukum administrasi merupakan alat ukur yang sangat penting untuk menilai keputusan pemerintah secara utuh. Dalam konteks penelitian ini, ukuran tersebut relevan untuk menilai apakah kebijakan pemungutan suara susulan oleh penyelenggara pemilu telah memenuhi syarat sah menurut hukum administrasi negara.

2. Keabsahan Keputusan dan Tindakan Penyelenggara Pemilu 
Keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu pada dasarnya termasuk tindakan administrasi yang harus dapat diuji keabsahannya. Karena keputusan tersebut berpengaruh langsung terhadap hak politik warga negara, maka dasar kewenangan, alasan, dan prosedur pembentukannya harus jelas.

Dalam penyelenggaraan pemilu, keabsahan keputusan tidak hanya diukur dari kemampuan penyelenggara menyelesaikan tahapan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip keadilan pemilu dan kepastian hukum. Keputusan yang secara administratif tampak selesai belum tentu sah apabila ternyata melanggar hak pilih atau mengabaikan kondisi faktual yang penting.

Dari perspektif hukum administrasi, keputusan penyelenggara pemilu tetap berada dalam ruang pengujian karena tidak semua keputusan administratif kebal dari koreksi. Jika terdapat cacat kewenangan, cacat prosedur, atau cacat substansi, maka keputusan tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Keabsahan tindakan penyelenggara pemilu juga harus dilihat dari sejauh mana tindakan itu melindungi hak politik warga negara dalam situasi konkret. Dalam perkara yang berkaitan dengan bencana, misalnya, keputusan penyelenggara harus diuji bukan hanya dari sisi formal, tetapi juga dari sisi kecukupan perlindungan terhadap pemilih yang terdampak.

Dengan demikian, keabsahan keputusan dan tindakan penyelenggara pemilu merupakan pertemuan antara hukum administrasi negara dan prinsip keadilan pemilu. Analisis terhadap tindakan KPU Deli Serdang dalam menetapkan pemungutan suara susulan menjadi penting karena dari sanalah dapat dinilai apakah penyelenggara telah bertindak sah, proporsional, dan melindungi hak pilih masyarakat.

B.
Ruang Lingkup dan Pengertian Pemungutan Suara

1. Pengertian Pemungutan Suara
Pemungutan suara pada dasarnya merupakan tahapan inti dalam proses pemilihan, yaitu saat pemilih menggunakan hak pilihnya untuk menentukan pilihan politik secara langsung. Dalam perspektif demokrasi, pemungutan suara menjadi sarana konkret pelaksanaan kedaulatan rakyat karena melalui proses inilah kehendak rakyat diterjemahkan menjadi hasil politik yang sah. Oleh karena itu, pemungutan suara tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif di TPS, tetapi juga sebagai peristiwa hukum dan demokrasi yang menentukan legitimasi hasil pemilihan. 

Secara hukum, pemungutan suara dalam Pilkada merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang diatur dalam rezim peraturan pemilihan kepala daerah. Kedudukannya sangat penting karena menjadi titik temu antara hak konstitusional warga negara untuk memilih dan kewajiban negara untuk menjamin proses pemilihan berjalan tertib, jujur, dan adil. Dengan demikian, pengertian pemungutan suara selalu terkait dengan hak pilih, penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, dan tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
 

Dari sudut pandang hukum administrasi pemilu, pemungutan suara juga merupakan tindakan hukum penyelenggara pemilu yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas. Artinya, seluruh proses pemungutan suara harus mengikuti ketentuan normatif yang telah ditetapkan, baik mengenai waktu, tempat, pemilih, surat suara, maupun tata cara pemberian suara. Jika tahapan ini dilaksanakan menyimpang dari hukum, maka keabsahan hasilnya dapat dipersoalkan.

Pemungutan suara juga harus dipahami sebagai tahapan yang melekat dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip langsung berarti pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perantara, sedangkan prinsip umum menunjukkan bahwa hak memilih diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat. Prinsip bebas dan rahasia menjamin pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan serta tanpa diketahui pihak lain. Sementara itu, prinsip jujur dan adil menjadi dasar agar proses pemungutan suara tidak dimanipulasi dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilihan.

Dalam pelaksanaan Pilkada, pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara atau TPS yang menjadi tempat pemilih menggunakan hak pilihnya. TPS bukan hanya lokasi teknis untuk mencoblos surat suara, tetapi juga menjadi ruang hukum tempat penyelenggara pemilihan menjalankan tugas pelayanan kepada pemilih. Oleh karena itu, seluruh kegiatan di TPS, mulai dari pembukaan pemungutan suara, pemeriksaan daftar pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan, hingga penghitungan suara harus dilakukan berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pemungutan suara juga berkaitan erat dengan hak pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih. Pemilih yang memenuhi syarat harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya secara benar dan tidak boleh dihalangi tanpa alasan hukum. Dalam konteks ini, daftar pemilih menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hanya warga negara yang berhak yang dapat memberikan suara. Apabila terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap diberi kesempatan memilih, atau sebaliknya pemilih yang memenuhi syarat justru tidak dilayani, maka hal tersebut dapat memengaruhi keabsahan proses pemungutan suara.

Dari sisi penyelenggara, pemungutan suara menuntut adanya ketertiban administrasi dan kepatuhan prosedural. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS memiliki peran penting dalam memastikan pemungutan suara berjalan sesuai tata cara, mulai dari menjelaskan prosedur kepada pemilih, menjaga ketertiban TPS, memastikan surat suara digunakan secara benar, hingga mencatat peristiwa khusus yang terjadi selama pemungutan suara. Dengan demikian, kualitas pemungutan suara sangat ditentukan oleh kecermatan penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

Dengan demikian, pemungutan suara merupakan tahapan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap sah atau tidaknya hasil pemilihan. Apabila pemungutan suara dilakukan sesuai asas pemilihan dan prosedur hukum, maka hasilnya memiliki legitimasi yang kuat. Sebaliknya, apabila terjadi pelanggaran prosedur, manipulasi suara, pemberian hak pilih kepada pihak yang tidak berhak, atau penghilangan hak pilih warga yang memenuhi syarat, maka hasil pemungutan suara dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum yang tersedia, termasuk melalui pengawasan, rekomendasi pemungutan suara ulang, atau penyelesaian sengketa hasil pemilihan.

2. Tujuan Pemungutan Suara
Tujuan utama pemungutan suara adalah memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk menyalurkan hak pilihnya secara sah. Dalam negara demokrasi, hak memilih merupakan bagian dari hak politik yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara. Karena itu, pemungutan suara berfungsi sebagai saluran formal dan konstitusional agar rakyat dapat menentukan pemimpin daerah secara langsung.

Selain itu, pemungutan suara bertujuan menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Legitimasinya tidak lahir semata dari penetapan oleh penyelenggara, tetapi dari dukungan suara yang diberikan oleh pemilih melalui proses pemungutan suara yang sah. Oleh sebab itu, pemungutan suara menjadi alat untuk memastikan bahwa kekuasaan pemerintahan daerah benar-benar bersumber dari pilihan rakyat.

Pemungutan suara juga bertujuan menjaga keteraturan dalam pergantian kekuasaan secara damai dan konstitusional. Dalam sistem demokrasi, pergantian pemimpin tidak dilakukan melalui pemaksaan, melainkan melalui mekanisme pemilihan yang terukur dan teratur. Dengan demikian, pemungutan suara memiliki fungsi politik, hukum, dan sosial sekaligus, yaitu menjamin partisipasi rakyat, melahirkan legitimasi, dan menjaga stabilitas demokrasi.

Pemungutan suara juga bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam proses demokrasi. Partisipasi tersebut tidak hanya menunjukkan kehadiran pemilih di TPS, tetapi juga mencerminkan keterlibatan warga dalam menentukan arah pemerintahan daerah. Dalam kajian tentang pemungutan suara ulang Pilkada Serentak 2024, partisipasi politik masyarakat dipandang sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilihan.

Tujuan lain dari pemungutan suara adalah memperkuat legitimasi hasil pemilihan. Semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam memberikan suara, semakin kuat pula dasar sosial dan politik bagi kepala daerah terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Penelitian mengenai peningkatan angka partisipasi dalam Pilkada menjelaskan bahwa partisipasi pemilih memiliki hubungan erat dengan legitimasi hasil pemilihan kepala daerah, terutama dalam situasi yang menuntut kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Pemungutan suara juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui pemungutan suara, masyarakat belajar menggunakan hak politiknya secara bertanggung jawab, memahami pentingnya pilihan politik, serta menyadari bahwa suara yang diberikan memiliki pengaruh terhadap masa depan pemerintahan daerah. Penelitian mengenai urgensi penguatan partisipasi publik dalam pemilu menegaskan bahwa partisipasi publik merupakan unsur penting dalam demokrasi karena memperkuat hubungan antara penyelenggara pemilu, pemilih, dan kualitas demokrasi.

Selain itu, pemungutan suara bertujuan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan secara inklusif. Artinya, setiap warga negara yang memenuhi syarat harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya tanpa diskriminasi. Dalam kajian tentang hak pilih sebagai perwujudan penegakan hak asasi manusia, hak memilih dipandang sebagai hak konstitusional warga negara yang harus dijamin dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

Dengan demikian, tujuan pemungutan suara tidak hanya terbatas pada menghasilkan pemenang dalam kontestasi Pilkada, tetapi juga mencakup penguatan partisipasi politik, legitimasi pemerintahan, pendidikan demokrasi, perlindungan hak pilih, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan. Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka, jujur, adil, dan partisipatif, maka hasil Pilkada akan lebih mudah diterima oleh masyarakat serta memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Asas-Asas Pemungutan Suara
Pelaksanaan pemungutan suara dalam sistem pemilihan di Indonesia harus berpedoman pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas langsung berarti pemilih memberikan suaranya sendiri tanpa perantara. Asas umum menunjukkan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak ikut memilih. Asas bebas menegaskan bahwa pemilih menentukan pilihannya tanpa tekanan, sedangkan asas rahasia menjamin bahwa pilihan pemilih tidak boleh diketahui pihak lain.

Asas jujur dan adil memiliki arti yang sangat penting karena menjadi ukuran integritas keseluruhan proses pemungutan suara. Jujur berarti semua pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun pemilih, harus bertindak sesuai aturan dan tidak melakukan manipulasi. Adil berarti setiap peserta pemilihan diperlakukan setara dan setiap suara pemilih dihitung secara benar tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, asas-asas ini bukan hanya prinsip etik, tetapi juga prinsip hukum yang menentukan keabsahan proses pemungutan suara.

Dalam praktik Pilkada, asas-asas tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pelaksanaan pemungutan suara telah sesuai dengan hukum. Jika terdapat pelanggaran terhadap asas kebebasan, kerahasiaan, atau kejujuran, maka hal itu dapat memengaruhi validitas hasil pemilihan. Karena itu, asas pemungutan suara tidak boleh dipandang sebagai slogan normatif, tetapi sebagai ukuran konkret untuk menilai legalitas dan legitimasi hasil pemungutan suara.

4. Ruang Lingkup Pemungutan Suara
Ruang lingkup pemungutan suara mencakup seluruh kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemberian suara oleh pemilih di TPS. Hal ini meliputi persiapan TPS, penerimaan pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan, pengawasan pelaksanaan, sampai dengan penghitungan suara awal di TPS. Dengan demikian, pemungutan suara tidak hanya terbatas pada tindakan mencoblos, tetapi meliputi keseluruhan tahapan yang memungkinkan suara pemilih diberikan dan dicatat secara sah.

Dalam konteks Pilkada, ruang lingkup pemungutan suara juga mencakup kewenangan penyelenggara pemilu di tingkat TPS, pengawas TPS, saksi peserta pemilihan, serta mekanisme penyelesaian masalah apabila terjadi hambatan saat hari pemungutan suara. Artinya, ruang lingkup ini berkaitan erat dengan struktur kelembagaan penyelenggara pemilu di lapangan. Setiap pihak mempunyai fungsi tertentu agar pemungutan suara berjalan tertib, aman, dan sesuai prosedur.

Lebih jauh, ruang lingkup pemungutan suara juga mencakup keadaan khusus, termasuk ketika pemungutan suara tidak dapat dilakukan sesuai jadwal dan harus dialihkan ke bentuk susulan. Karena itu, pembahasan ruang lingkup pemungutan suara tidak dapat dilepaskan dari kemungkinan-kemungkinan hukum yang timbul saat pelaksanaan, termasuk penundaan, gangguan teknis, atau keadaan kahar. Semua ini menunjukkan bahwa pemungutan suara adalah tahapan yang luas, kompleks, dan sangat menentukan dalam Pilkada.

C. 
Tinjauan Umum tentang Pemungutan Suara dalam Pilkada dan Suara Susulan
1. Pengertian Pemungutan Suara dalam Pilkada
Pemungutan suara merupakan tahapan inti dalam Pilkada karena pada tahap inilah kehendak politik pemilih diwujudkan secara formal melalui pemberian suara di TPS. Oleh sebab itu, pemungutan suara tidak dapat dipahami hanya sebagai kegiatan teknis, melainkan sebagai proses demokratis yang menentukan sah atau tidaknya penyaluran kedaulatan rakyat.

Dalam perspektif penyelenggaraan pemilu, pemungutan suara juga merupakan titik paling penting untuk menjaga integritas proses elektoral. Jika tahap ini terganggu, maka kualitas hasil pemilihan akan mudah dipersoalkan karena dasar utama pembentukan legitimasi kepala daerah terletak pada suara rakyat yang diberikan secara sah.

Pemungutan suara tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu rangkaian kelembagaan pemilu yang terhubung dengan prinsip pengawasan, akuntabilitas, dan transparansi. Dengan demikian, pemungutan suara harus dipahami sebagai tahap yang menghubungkan pemilih, penyelenggara, dan hasil pemilu dalam satu proses hukum yang utuh.

Selain itu, pemungutan suara memiliki makna konstitusional karena menjadi sarana utama warga negara untuk mengekspresikan pilihan politiknya. Dalam konteks demokrasi modern, kualitas pemungutan suara menjadi ukuran penting apakah pemilu benar-benar berlangsung partisipatif dan memberi ruang yang setara kepada setiap pemilih.

Dengan demikian, pemungutan suara dalam Pilkada dapat diartikan sebagai tahapan puncak dalam proses pemilihan kepala daerah yang berfungsi menyalurkan hak pilih warga negara secara langsung, tertib, dan sah. Kualitas pemungutan suara inilah yang nantinya sangat menentukan legitimasi hasil Pilkada secara hukum maupun politik.

2. Dasar Hukum Pemungutan Suara dalam Pilkada 
Dasar hukum pemungutan suara dalam Pilkada diperlukan agar pelaksanaan pemberian suara oleh pemilih tidak bergantung pada kehendak penyelenggara semata, tetapi tunduk pada aturan yang pasti. Kepastian normatif ini penting agar setiap suara yang diberikan memiliki nilai hukum yang sama dan dapat dihitung secara sah.

Dalam kajian hukum pemilihan umum, pengaturan mengenai pemungutan suara berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin tertib prosedur sekaligus mencegah manipulasi pada tahapan paling menentukan. Karena itu, dasar hukum pemungutan suara tidak hanya melindungi pemilih, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan.

Dasar hukum pemungutan suara juga menjadi acuan bagi penyelenggara ketika menghadapi situasi tidak normal, seperti gangguan teknis, keamanan, maupun bencana. Dalam keadaan demikian, kepastian aturan menjadi sangat penting agar tindakan penyelenggara tetap sah dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Selain itu, dasar hukum pemungutan suara menunjukkan bahwa hukum pemilu tidak hanya mengatur hasil akhir, tetapi juga mengatur secara ketat proses menuju hasil tersebut. Artinya, legitimasi kepala daerah terpilih tidak semata lahir dari jumlah suara, melainkan dari cara suara itu diperoleh melalui tahapan yang sah.

Dengan demikian, dasar hukum pemungutan suara dalam Pilkada harus dipahami sebagai fondasi normatif yang mengatur tata cara pemberian suara, pelindungan hak pilih, dan validitas proses pemilihan. Semakin kuat kepatuhan pada dasar hukum tersebut, semakin kuat pula keabsahan hasil Pilkada yang dihasilkan.

3. Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkada
Prosedur pelaksanaan pemungutan suara disusun agar seluruh tahapan di TPS berjalan tertib, mulai dari pembukaan TPS, pelayanan pemilih, penggunaan surat suara, hingga penutupan pemungutan suara. Prosedur ini menjadi jaminan awal bahwa pemungutan suara dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara umum, pelaksanaannya meliputi tahap persiapan pemungutan suara, pelaksanaan pemungutan suara, persiapan penghitungan suara, dan pelaksanaan penghitungan suara.
 Adapun tahapan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada dari awal sampai akhir adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan kepada Pemilih
Sebelum hari pemungutan suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan paling lambat tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

2. Penyiapan Tempat Pemungutan Suara
KPPS menyiapkan TPS pada lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk pemilih penyandang disabilitas. TPS dapat didirikan di ruang terbuka atau tertutup, tetapi tidak diperbolehkan berada di dalam tempat ibadah. Penyiapan TPS harus selesai paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. 

3. Pemeriksaan Perlengkapan Pemungutan Suara
Ketua dan anggota KPPS memeriksa kelengkapan pemungutan suara yang meliputi kotak suara, surat suara, bilik suara, tinta, alat pencoblos, formulir, segel, daftar pemilih, dan perlengkapan pendukung lainnya. Seluruh perlengkapan tersebut harus sudah diterima KPPS paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara. 

4. Pengumuman Daftar Pemilih dan Pasangan Calon
KPPS menempelkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, dan daftar pasangan calon pada tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat di sekitar TPS. Salinan daftar pemilih juga diberikan kepada saksi pasangan calon dan Pengawas TPS yang hadir. 

5. Pembagian Tugas dan Pengarahan Anggota KPPS
Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada seluruh anggota KPPS mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan suara serta pembagian tugas setiap anggota. Pengarahan tersebut dilaksanakan paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara. 

6. Pemeriksaan Persiapan Akhir TPS
Pada hari pemungutan suara, KPPS memeriksa kembali kondisi TPS dan seluruh perlengkapannya. Kotak suara ditempatkan di depan meja ketua KPPS, pemilih diarahkan ke tempat duduk yang telah disediakan, sedangkan surat mandat dari saksi pasangan calon diterima dan diperiksa oleh KPPS.

7. Pembukaan Rapat Pemungutan Suara
Pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara dengan memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS, kemudian memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara kepada pemilih. 

8. Pembukaan dan Pemeriksaan Kotak Suara
Ketua KPPS membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya di hadapan saksi, Pengawas TPS, dan pemilih yang hadir. Setelah itu, KPPS memperlihatkan bahwa kotak suara telah kosong, menutup serta mengunci kembali kotak suara, dan menghitung jumlah surat suara, termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5 persen dari jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

9. Pemeriksaan Identitas dan Status Pemilih
Petugas KPPS memeriksa identitas dan status pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap, daftar Pemilih Pindahan, atau daftar Pemilih Tambahan. Pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagai bukti identitas. Penduduk yang telah memiliki hak pilih tetapi belum mempunyai KTP elektronik dapat menggunakan Biodata Penduduk yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

10. Pengisian Daftar Hadir Pemilih
Setelah identitas dan status pemilih dinyatakan sesuai, pemilih mengisi dan menandatangani daftar hadir. Pemilih kemudian menunggu panggilan berdasarkan urutan kedatangannya. Ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, lanjut usia, dan ibu hamil dengan persetujuan pemilih lain yang sedang menunggu giliran. 

11. Penyerahan Surat Suara kepada Pemilih
Ketua KPPS terlebih dahulu menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan. Surat suara kemudian diberikan kepada pemilih dalam keadaan baik, tidak rusak, dan terlipat. Jenis surat suara yang diberikan disesuaikan dengan jenis pemilihan yang diselenggarakan di daerah tersebut.

12. Pemeriksaan Surat Suara oleh Pemilih
Sebelum memasuki bilik suara, pemilih harus memeriksa surat suara untuk memastikan tidak terdapat kerusakan. Apabila surat suara rusak atau pemilih keliru melakukan pencoblosan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada ketua KPPS. Penggantian surat suara hanya dapat dilakukan satu kali dan harus dicatat dalam berita acara. 

13. Pelaksanaan Pencoblosan di Bilik Suara
Pemilih memasuki bilik suara dan mencoblos surat suara menggunakan alat yang telah disediakan. Pemilih memberikan suara dengan mencoblos satu kali pada nomor urut, foto, atau nama pasangan calon. Pemilih dilarang membawa telepon genggam atau alat perekam gambar ke dalam bilik suara serta dilarang mendokumentasikan pilihannya. 

14. Memasukkan Surat Suara dan Pemberian Tanda Tinta
Setelah selesai mencoblos, pemilih melipat kembali surat suara dan memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihannya. Sebelum meninggalkan TPS, pemilih wajib mencelupkan salah satu jarinya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

15. Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan
Satu jam sebelum pemungutan suara berakhir, yaitu mulai pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan dapat menggunakan hak pilihnya. Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan surat suara di TPS.

16. Penutupan Pemungutan Suara
Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan berakhirnya waktu pemungutan suara. Pemilih yang telah hadir, sedang mengantre, atau telah tercatat dalam daftar hadir tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya. Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS menyatakan bahwa pemungutan suara telah selesai.

17. Persiapan Penghitungan Suara
Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS menyiapkan sarana dan prasarana penghitungan suara. KPPS menghitung jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, jumlah surat suara yang diterima, surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau keliru dicoblos, serta surat suara yang tidak digunakan. 

18. Pelaksanaan Penghitungan Suara secara Terbuka
Penghitungan suara dipimpin oleh ketua KPPS dan dilakukan secara terbuka setelah pemungutan suara selesai. Surat suara dikeluarkan satu per satu dari kotak suara, diperlihatkan kepada saksi dan Pengawas TPS, kemudian dinyatakan sah atau tidak sah. Hasil perolehan suara dicatat dalam formulir Model C.Hasil-KWK dalam bentuk turus. 

19. Pencatatan Keberatan dan Kejadian Khusus
Saksi pasangan calon atau Pengawas TPS dapat menyampaikan keberatan apabila terdapat kesalahan dalam proses penghitungan suara. Apabila keberatan dapat diterima, KPPS segera melakukan pembetulan. Seluruh keberatan dan kejadian khusus dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK.

20. Penandatanganan dan Pengumuman Hasil Penghitungan
Setelah penghitungan selesai, ketua dan seluruh anggota KPPS menandatangani formulir hasil penghitungan suara. Saksi pasangan calon yang hadir dan bersedia juga dapat menandatangani formulir tersebut. KPPS kemudian mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan menyampaikan salinannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

21. Penyegelan dan Penyerahan Kotak Suara
Seluruh surat suara, formulir, dan dokumen pemungutan suara dimasukkan ke dalam sampul dan kotak suara sesuai dengan ketentuan, kemudian dikunci dan disegel. KPPS menyerahkan kotak suara beserta dokumen hasil penghitungan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan pada hari yang sama. Apabila terdapat kendala geografis, cuaca, jarak, atau transportasi, penyerahan dapat dilakukan paling lambat tiga hari setelah penghitungan suara.

22. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan
Setelah hasil penghitungan suara dari TPS diterima, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang. Untuk pemilihan bupati atau walikota, rekapitulasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Sementara itu, untuk pemilihan gubernur, rekapitulasi dilaksanakan pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Tahapan tersebut dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilihan dan penetapan pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, prosedur pemungutan suara juga menuntut kesiapan pengawas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan di TPS sesuai dengan ketentuan. Pengawasan yang efektif pada tahap ini sangat penting karena potensi pelanggaran paling nyata justru sering muncul ketika pemungutan suara sedang berlangsung.

Dari sudut pandang pengawasan lapangan, petugas pengawas TPS harus memahami secara detail setiap alur pemungutan suara agar dapat mengenali penyimpangan sejak awal. Oleh sebab itu, prosedur tidak hanya menjadi pedoman bagi KPPS, tetapi juga menjadi alat ukur bagi pengawas dalam menilai sah atau tidaknya pelaksanaan di TPS.

Prosedur yang baik juga harus menjamin bahwa pemilih memperoleh kesempatan yang setara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan yang tidak sah. Karena itu, tertib prosedur bukan sekadar soal administrasi, melainkan juga berhubungan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, prosedur pelaksanaan pemungutan suara merupakan perangkat hukum dan teknis yang dirancang untuk menjaga keteraturan, transparansi, dan integritas pemilihan. Jika prosedur ini dijalankan dengan benar, maka hasil pemungutan suara akan memiliki dasar keabsahan yang lebih kuat.

4. Pengertian Pemungutan Suara Susulan 
Pemungutan suara susulan pada dasarnya merupakan mekanisme hukum yang digunakan ketika pemungutan suara pada waktu yang telah dijadwalkan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Mekanisme ini hadir bukan untuk mengganti pemilihan, melainkan untuk memulihkan proses pemungutan suara yang terganggu agar hak pilih warga tetap dapat digunakan.

Dalam praktik demokrasi elektoral, pemungutan suara susulan menunjukkan bahwa hukum pemilu memberi ruang koreksi terhadap keadaan luar biasa. Ruang koreksi ini penting agar legitimasi hasil pemilihan tidak dibangun di atas proses yang nyata-nyata menghalangi sebagian warga menggunakan hak pilihnya.

Dari sudut kelembagaan pemilu, pemungutan suara susulan juga menegaskan bahwa penyelenggara tidak cukup hanya mengejar selesainya tahapan, tetapi harus memastikan bahwa tahapan tersebut berlangsung secara adil. Dengan demikian, pemungutan suara susulan merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pemilu ketika kondisi normal tidak terpenuhi.

Pemungutan suara susulan juga dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan terhadap hak politik warga negara dalam keadaan darurat. Ketika ada hambatan yang nyata terhadap kehadiran pemilih atau penyelenggaraan TPS, negara melalui penyelenggara pemilu wajib menghadirkan solusi yang sah dan proporsional.

Dengan demikian, pemungutan suara susulan adalah bentuk tindak lanjut hukum atas terganggunya pemungutan suara pada waktu normal, yang bertujuan memulihkan kesempatan memilih, menjaga keadilan prosedural, dan mempertahankan legitimasi hasil Pilkada. Karena sifatnya korektif, keberadaannya harus selalu didasarkan pada alasan yang objektif dan dapat dibuktikan.

5. Dasar Hukum Pemungutan Suara Susulan 
Dasar hukum pemungutan suara susulan dibutuhkan agar tindakan penyelenggara dalam kondisi darurat tetap berada dalam koridor legalitas. Tanpa dasar hukum yang jelas, kebijakan untuk menunda atau melanjutkan pemungutan suara akan mudah dipersoalkan karena menyangkut hak politik warga negara.
 

Dalam kajian hukum pemilu, dasar hukum tersebut sekaligus menjadi batas kewenangan penyelenggara. Artinya, KPU tidak dapat menetapkan pemungutan suara susulan hanya berdasarkan pertimbangan praktis, tetapi harus bertumpu pada norma yang memberikan dasar, alasan, dan tata cara pelaksanaannya.

Dasar hukum pemungutan suara susulan juga memperlihatkan bahwa hukum pemilu dirancang untuk menjawab keadaan luar biasa tanpa mengorbankan kepastian hukum. Dalam situasi tertentu, aturan itu berfungsi sebagai pedoman untuk menyeimbangkan kebutuhan teknis penyelenggaraan dengan perlindungan terhadap hak pilih pemilih.

Selain itu, dasar hukum pemungutan suara susulan harus dibaca dalam kerangka keadilan pemilu. Sebab, kebijakan susulan tidak hanya menyangkut jadwal ulang, tetapi juga menyangkut apakah negara telah memberikan kesempatan yang layak bagi warga yang sebelumnya terhalang untuk memilih.
 

Dengan demikian, dasar hukum pemungutan suara susulan memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai landasan legal untuk bertindak dan sebagai ukuran untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyelenggara pemilu. Di sinilah pentingnya analisis hukum terhadap kebijakan KPU ketika menghadapi bencana atau keadaan memaksa lainnya.

6. Syarat dan Alasan Dilaksanakannya Pemungutan Suara Susulan 
Pemungutan suara susulan pada prinsipnya hanya dapat dilakukan apabila ada keadaan objektif yang benar-benar menghalangi pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dijadwalkan. Karena itu, syarat utamanya bukan sekadar adanya gangguan, melainkan adanya gangguan yang berdampak nyata terhadap pelaksanaan hak pilih atau terhadap berlangsungnya TPS secara normal.

Dalam perkara Pilkada Deli Serdang, salah satu alasan yang didalilkan adalah terjadinya hujan lebat, banjir, dan longsor yang menyebabkan pemilih tidak dapat mendatangi TPS serta mengganggu akses menuju lokasi pemungutan suara. Uraian dalam putusan menunjukkan bahwa persoalan bencana dijadikan dasar untuk mempersoalkan cukup atau tidaknya kebijakan pemungutan suara susulan yang diambil oleh KPU Deli Serdang.

Syarat lain yang penting adalah adanya hubungan langsung antara keadaan darurat tersebut dengan menurunnya atau terhambatnya penggunaan hak pilih oleh masyarakat. Dalam berkas perkara disebutkan bahwa pengguna hak pilih hanya sekitar 32 persen dari total DPT, dan kondisi itu didalilkan sebagai akibat dari bencana yang meluas di berbagai kecamatan.

Selain keadaan faktual, penilaian mengenai perlu atau tidaknya pemungutan suara susulan juga bergantung pada respons penyelenggara yang harus proporsional terhadap skala gangguan. Ketika dampak gangguan bersifat luas, maka timbul pertanyaan hukum apakah kebijakan susulan yang dibatasi hanya pada TPS tertentu sudah cukup untuk memulihkan hak pilih masyarakat yang terdampak.

Dengan demikian, syarat dan alasan pemungutan suara susulan harus dilihat dari beberapa unsur sekaligus, yakni adanya gangguan nyata, adanya dampak terhadap hak pilih, dan adanya keputusan penyelenggara yang proporsional serta sah menurut hukum. Unsur-unsur inilah yang menjadi dasar penting untuk menilai keabsahan pemungutan suara susulan dalam Pilkada Deli Serdang.

D. Gambaran Umum mengenai Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 
Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu instrumen demokrasi lokal yang digunakan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung oleh rakyat. Melalui Pilkada, masyarakat daerah tidak hanya memilih figur pemimpin, tetapi juga menyalurkan kehendak politiknya dalam kerangka otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan.

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pilkada tidak dapat dipisahkan dari perkembangan demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Pilkada menjadi bentuk nyata pergeseran dari pola penunjukan elit menuju pola legitimasi yang bersumber langsung dari rakyat di daerah.

Secara konseptual, Pilkada dapat dipahami sebagai mekanisme politik dan hukum untuk menghasilkan kepala daerah yang memiliki legitimasi demokratis. Karena itu, Pilkada tidak hanya dipandang sebagai prosedur administratif pemilihan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan pemerintahan daerah yang sah dan representatif.

Pilkada juga mempunyai arti penting karena menjadi jembatan antara kepentingan masyarakat lokal dengan struktur pemerintahan daerah. Melalui Pilkada, rakyat diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan aspirasi masing-masing wilayah.

2. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 
Dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia berakar pada prinsip kedaulatan rakyat yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan bidang pemilihan umum. Dalam konteks itu, hukum pemilihan menempatkan Pilkada sebagai sarana demokratis untuk membentuk pemerintahan daerah yang memperoleh legitimasi rakyat.

Menurut pandangan hukum pemilihan, regulasi Pilkada dibentuk agar proses pergantian kekuasaan di daerah tidak berlangsung secara sewenang-wenang, tetapi berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, dasar hukum Pilkada bukan hanya mengatur siapa yang berhak memilih dan dipilih, melainkan juga menjamin prosedur serta kepastian hasilnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pilkada juga dikaitkan dengan penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Artinya, setiap tahap Pilkada harus tunduk pada aturan hukum agar tidak melahirkan kekuasaan yang cacat prosedur ataupun cacat legitimasi.

Kedudukan dasar hukum Pilkada menjadi semakin penting karena sengketa Pilkada pada dasarnya selalu berujung pada pertanyaan: apakah proses pemilihan telah sesuai dengan hukum atau tidak. Karena itu, regulasi Pilkada berfungsi sebagai tolok ukur utama untuk menilai keabsahan tindakan penyelenggara maupun hasil pemilihannya.

Secara konstitusional, dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia bertumpu pada ketentuan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala daerah tidak boleh dilakukan secara tertutup atau berdasarkan penunjukan semata, tetapi harus melalui mekanisme demokratis yang memberikan ruang partisipasi kepada rakyat. Dengan demikian, Pilkada menjadi instrumen konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di tingkat daerah.

Selain itu, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pemerintahan daerah merupakan bagian dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah memiliki kedudukan penting karena kepala daerah merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan pada masing-masing daerah.

Dasar hukum Pilkada juga berkaitan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan adanya otonomi daerah, kepala daerah yang dipilih secara demokratis memiliki legitimasi untuk memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Pilkada terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Undang-undang ini menjadi dasar hukum khusus mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, mulai dari peserta pemilihan, penyelenggara, tahapan, pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa. Dengan demikian, dasar hukum Pilkada tidak hanya bersumber dari konstitusi, tetapi juga dari undang-undang khusus yang mengatur teknis penyelenggaraan pemilihan.

Dalam perkembangannya, pengaturan Pilkada diperkuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Perubahan ini menunjukkan bahwa hukum Pilkada bersifat dinamis dan menyesuaikan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih demokratis, tertib, dan berkepastian hukum. Oleh karena itu, perubahan undang-undang Pilkada harus dipahami sebagai upaya negara memperbaiki mekanisme pemilihan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Selanjutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 kembali mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada. Undang-undang ini penting karena memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, termasuk penyesuaian terhadap penyelenggaraan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, serta penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Dengan demikian, UU No. 10 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar hukum utama yang digunakan dalam menganalisis keabsahan proses Pilkada.

Dasar hukum Pilkada juga mengatur bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas-asas tersebut menjadi standar normatif bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah. Apabila salah satu asas tersebut dilanggar, maka kualitas demokrasi dalam Pilkada dapat terganggu dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap proses maupun hasil pemilihan.

Dalam Undang-Undang Pilkada juga diatur mengenai lembaga penyelenggara pemilihan, yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai kewenangan masing-masing. Pengaturan mengenai penyelenggara ini penting karena Pilkada harus dijalankan oleh lembaga yang memiliki dasar hukum, tugas, dan kewenangan yang jelas. Dengan demikian, setiap tindakan penyelenggara dalam tahapan Pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan menurut peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum Pilkada tidak hanya mengatur proses pemungutan suara, tetapi juga mengatur penyelesaian pelanggaran dan sengketa. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan, mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga yang berwenang sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Pilkada memberikan ruang koreksi terhadap dugaan pelanggaran atau kesalahan dalam penyelenggaraan pemilihan, sehingga hasil Pilkada dapat diuji berdasarkan prosedur hukum yang sah.

Selain undang-undang khusus Pilkada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menjadi dasar hukum yang relevan karena mengatur kedudukan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah memiliki peran dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Oleh sebab itu, Pilkada memiliki hubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah karena melalui Pilkada rakyat menentukan pemimpin daerah yang akan menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan ketentuan hukum.

Dengan demikian, dasar hukum Pilkada di Indonesia harus dipahami sebagai keseluruhan norma yang mengatur proses, lembaga, peserta, pemilih, dan penyelesaian sengketanya. Dasar hukum tersebut menjadi fondasi utama agar Pilkada terlaksana secara tertib, demokratis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 
Penyelenggaraan Pilkada harus berlandaskan asas-asas demokrasi agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Asas tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga menjadi pedoman etis dan hukum dalam keseluruhan proses pemilihan.


Asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan inti dari penyelenggaraan pemilu dan Pilkada yang demokratis. Keenam asas ini menegaskan bahwa pemilihan tidak boleh dikendalikan oleh tekanan, manipulasi, ataupun perlakuan yang merugikan hak pilih warga negara.

Selain asas klasik tersebut, penyelenggaraan Pilkada juga menuntut independensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dari penyelenggara pemilu. Tanpa independensi, hasil Pilkada akan mudah dipersoalkan karena kepercayaan publik terhadap prosesnya menjadi lemah.

Asas-asas penyelenggaraan Pilkada pada dasarnya berfungsi untuk menjaga agar setiap tahapan pemilihan tetap berada dalam koridor hukum dan keadilan. Ketika salah satu asas diabaikan, maka proses pemilihan berpotensi kehilangan integritas dan membuka ruang bagi sengketa.
 

Oleh karena itu, asas-asas Pilkada tidak boleh dipandang sekadar slogan normatif, melainkan harus diterapkan secara nyata oleh penyelenggara, peserta, dan seluruh pihak terkait. Kekuatan asas-asas itulah yang pada akhirnya menopang legitimasi hukum dan legitimasi demokratis dari hasil Pilkada.
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